BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH
PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG

Menimbang

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi

pengujian kendaraan bermotor serta sebagai pelaksanan
ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum;

bahwa dengan mempertimbangkan indeks harga dan
perkembangan perekonomian Kabupaten Tangerang,
terhadap tarif retribusi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum telah dilakukan tiga kali perubahan, terakhir
dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 55 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi
Daerah Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum;

c. bahwa...



Mengingat

C.

bahwa sehubungan dengan adanya Surat Edaran
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian
Perhubungan Nomor SE.1/AJ.502/DRJD/2019 tentang
Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala
Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji, Tanda Uji, dan
Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji
dan Tanda Uji, serta memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian di Kabupaten Tangerang,
maka tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor
sebagaimana diatur Peraturan Bupati Tangerang Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah
Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhri dengan Peraturan Bupati Peraturan
Bupati Tangerang Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Pada
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Jasa Umum, perlu diubah untuk disesuaikan,;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Tarif Retribusi Daerah Pada Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang...



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5346);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun
2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1296);

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0411)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0118);

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tangerang Nomor 1116);

14. Peraturan...



Menetapkan

14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Tarif Retribusi Daerah Pada Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor
01) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Tangerang
Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Daerah Pada Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
(Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor
55) Perlu Diubah Untuk Disesuaikan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
DAERAH PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 1

Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Pada

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi

Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun

2016 Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan

Peraturan Bupati Tangerang:

a. Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif
Retribusi Daerah Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 10);

b. Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Tarif Retribusi Daerah Pada Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor
S5);

diubah sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Tarif Retribusi Pengujian Kedaraan Bermotor ditetapkan
sebagai berikut:
a. layanan pengujian pertama kali (termasuk pemberian
penerbitan bukti lulus uji kendaraan bermotor/kartu
uji dan tanda uji), meliputi:

1. mobil penumpang umum Rp80.000,00/
(taxi/sejenis) kendaraan

2. mobil...



b.

mobil bus

a) kecil (minibus berupa
angkot/L300/sejenis)

b) sedang (mikrobus berupa
elf/metromini/sejenis)

c) besar (bus besar standar
atau lebih)

mobil barang
a) ringan (JBB : s.d. 3.500)

b) sedang (JBB : 3.501 s.d.
8.500)
c) berat (JBB : > 8.500)

d) traktor head

e) kereta tempelan/gandengan

Rp80.000,00/
kendaraan

Rp90.000,00/
kendaraan

Rp100.000,00/
kendaraan

Rp80.000,00/
kendaraan

Rp90.000,00/
kendaraan

Rp100.000,00/
kendaraan

Rp100.000,00/
kendaraan

Rp80.000,00/
kendaraan

layanan pengujian berkala kedua dan seterusnya

(termasuk pemberian penerbitan bukti

lulus uji

berkala kendaraan bermotor/kartu uji dan tanda uji),
meliputi:

1.

mobil penumpang umum
(taxi/sejenis)

mobil bus

a) kecil (minibus berupa
angkot/L300/sejenis)

b) sedang (mikrobus berupa
elf/metromini/sejenis

c) besar (bus besar standar
atau lebih)

mobil barang
a) ringan (JBB : s.d. 3.500)

b) sedang (JBB : 3.501 s.d.
8.500)
c) berat (JBB : > 8.500)

d) traktor head

e) kereta tempelan/gandengan

Keterlambatan pengujian
berkala seluruh jenis
kendaraan

Rp50.000,00/
kendaraan

Rp50.000,00/
kendaraan
Rp60.000,00/
kendaraan

Rp70.000,00/
kendaraan

Rp55.000,00/
kendaraan
Rp60.000,00/
kendaraan
Rp70.000,00/
kendaraan
Rp70.000,00/
kendaraan
Rp60.000,00/
kendaraan

Rp15.000,00/
kendaraan/bln

c. layanan...
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c. layanan penggantian penerbitan bukti lulus wuji
kendaraan bermotor/kartu pintar/smartcard, dan
tanda uji, meliputi:

1. penggantian bukti lulus uji Rp25.000,00/kartu
berkala kendaraan pintar/smartcard
bermotor/kartu
pintar/smartcard habis pakai

2. penggantian bukti lulus uji Rp50.000,00/ kartu

berkala kendaraan pintar/smartcard
bermotor/kartu
pintar/smartcard
rusak/hilang

3. penggantian bukti lulus uji Rp50.000,00/
berkala kendaraan tanda uji
bermotor/tanda uji
rusak/hilang

4. pengetokan chasis/emboss Rp10.000,00/

kendaraan

d. layanan numpang uji (seluruh jenis kendaraan wajib
uji) Rp50.000,00/kendaraan;

e. layanan mutasi keluar (seluruh jenis kendaraan wajib
uji) Rp100.000,00/kendaraan;

f. layanan pengujian emisi gas buang mobil (seluruh
jenis kendaraan wajib uji) Rp10.000,00/kendaraan;
layanan pengujian rem (seluruh jenis kendaraan wajib
uji) Rp10.000,00/kendaraan;

h. layanan pengujian kincup roda depan (seluruh jenis
kendaraan wajib uji) Rp10.000,00/kendaraan;

i. layanan pengujian lampu utama (seluruh jenis
kendaraan wajib uji) Rp10.000,00/kendaraan;

j. layanan pengujian kecepatan kendaraan (seluruh jenis
kendaraan wajib uji) Rp10.000,00/kendaraan;

k. layanan penilaian teknis kondisi kendaraan, meliputi:

1. sepeda motor Rp25.000,00/kendaraan
2. mobil penumpang Rp50.000,00/kendaraan
3. mobil bus
a) kecil (minibus /sejenis) Rp50.000,00/kendaraan
b) sedang (mikrobus Rp60.000,00/kendaraan
/sejenis)
c) besar (bus besar Rp80.000,00/kendaraan

standar atau lebih)

4. mobil barang
a) ringan (JBB : s.d. 3.500) Rp40.000,00/kendaraan
b) Ringan (JBB : 3.501 s.d. Rp50.000,00/kendaraan

8.500)
c) ringan (JBB : > 8.500) Rp60.000,00/kendaraan
d) traktor head Rp80.000,00/kendaraan
e) kereta Rp75.000,00/kendaraan
tempelan/gandengan
5. kendaraan khusus Rp100.000,00/kendaraan.

(2) Pelaksanaan...
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(2) Pelaksanaan pemungutan Tarif Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya
Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 25



